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ABSTRAK 

 

Pentingnya keterlibatan pemerintah dalam memberikan rehabilitasi kepada anak 

korban kekerasan seksual menjadi fokus utama dalam penelitian hukum ini. 

Kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah diperlukan untuk memastikan masa 

depan anak korban terjamin. Pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan oleh 

instansi yang kompeten, seperti lembaga sosial dan aparat penegak hukum. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum 

mengenai rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana 

anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

guna menganalisis kebijakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah 

hukum normatif, yang memfokuskan pada norma hukum positif terkait upaya 

rehabilitasi anak korban oleh pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui 

studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian 

menunjukkan pada tiap daerah ada yang diatur dalam Peraturan Gubernur yang 

dalam salah satu kewenangannya dapat menjadi dasar hukum dalam memberikan 

upaya rehabilitasi kepada anak korban. Oleh karena itu, diperlukan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hal ini untuk menghindari kekosongan 

hukum. Akademisi, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan 

dapat berperan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang memastikan hak 

rehabilitasi anak korban terjamin, serta menghilangkan stigma yang melekat pada 

mereka dalam masyarakat. 

 

Kata kunci: Anak Korban, Pemerintah, Upaya Rehabilitasi 
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ABSTRACT 
 

The importance of government involvement in providing rehabilitation to child 

victims of sexual violence is the main focus of this legal research. Clear and decisive 

government policies are needed to ensure the future well-being of these victims. The 

implementation of these policies should be carried out by competent agencies, such 

as social institutions and law enforcement authorities. The research problem in this 

study is how the legal policy regarding the rehabilitation of child victims of sexual 

violence operates within the juvenile justice system. The aim of this research is to 

gather the necessary data to analyze this legal policy. The research method used is 

normative law, which focuses on positive legal norms related to the government's 

efforts in rehabilitating child victims. Data collection is conducted through 

literature review and interviews with experts. The results of the research show that 

in each region there are regulations regulated by the Governor, one of whose 

authorities is the legal basis for providing rehabilitation efforts to child victims. 

Therefore, legislation is needed that regulates this matter to avoid a legal vacuum. 

Academics, legislators, law enforcement officials and the community are expected 

to play a role in formulating and implementing policies that ensure the 

rehabilitation rights of child victims are guaranteed, as well as eliminating the 

stigma attached to them in society. 

 

Keywords: Child Victims, Government, Rehabilitation Efforts
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